
 

 
 
 
 
 
 
 

 RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN 
NOMOR          TAHUN 2021 

TENTANG  

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan 

Daerah Nomor ….. Tahun 2021 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021. 

Mengingat : 1.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1814); 

2. Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003  tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indinesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23  Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Daerah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6323); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6224); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata 

Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1560); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

754); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1067); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4875 Tahun 

2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan tentang Anggaran Pendapatan 



 - 5 - 

dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 

Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur 

Sumatera Selatan tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 

Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Peraturan Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor ...... 

Tahun 2021 tentang  Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor ......). 

 

MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN  ANGGARAN  2021. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. 

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. 

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan. 
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6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan daerah. 

7. Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan 

arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan 

penetapan APBD. 

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

bekerja pada Instansi Pemerintah. 

Pasal 2 

APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp 10.831.506.013.693,00 

bertambah sebesar Rp 681.081.328.179,00 sehingga menjadi                         

Rp 11.512.587.341.872,00, dengan rincian sebagai berikut :  

1. Pendapatan Daerah 

a. Semula         Rp 10.205.021.421.649,00 

b. Bertambah         Rp      595.922.597.738,00 

Jumlah Pendapatan Daerah  

Setelah Perubahan                                    Rp 10.800.944.019.387,00 

 
2.  Belanja Daerah 

a. Semula         Rp 10.729.096.013.693,00 

b. Bertambah         Rp      681.081.328.179,00 

Jumlah Belanja Daerah 

Setelah Perubahan                                    Rp 11.410.177.341.872,00 

 
3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan Pembiayaan 

1) Semula Rp 626.484.592.044,00 

2) Bertambah Rp   85.158.730.441,00 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 

Setelah Perubahan                                    Rp      711.643.322.485,00 

 
b. Pengeluaran Pembiayaan 

1) Semula          Rp 102.410.000.000,00 

2) Bertambah         Rp -                         

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan  

Setelah Perubahan                                    Rp      102.410.000.000,00 
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Jumlah Pembiayaan Neto  

Setelah Perubahan                                    Rp      609.233.322.485,00 

Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran Setelah Perubahan                 Rp       - 

 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan ini terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang 

Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian 

Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;  

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 

Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, rincian Objek 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran 

Hibah; 

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran 

Bantuan Sosial; 

5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, 

Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian 

Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

 

6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Mimyak Bumi dan 

Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH- Minyak dan 

Gas Bumi Menurut urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 

Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja 

dan Pembiayaan; 

7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan infrastruktur Menurut urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, 

Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian 

Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
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8. Lampiran VIII Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi pada 

Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan 

Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah Tentang Penjabaran APBD dengan Program 

Prioritas Perbatasan Negara. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

                

Pasal 5 

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan 

ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan 

kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan. 

Pasal 6 

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

 

Ditetapkan di Palembang 

pada tanggal                           2021 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 

 

                                                                               H. HERMAN DERU 

Diundangkan di Palembang 

pada tanggal                            2021  

      Pj. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI SUMATERA SELATAN, 

 

 

Ir. S. A.  SUPRIONO 

 BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN  2021  NOMOR 67 

  


